
GUBERNT'R LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUI{G
rfouoR I c I gz- lB.o7 lHir.t 20/25

TENTANG

Menimbang

Mengingat

GUBERT{UR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O tertang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Ke{a dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/604 1 /M.SM .Ol.OO I 2024, hal Persetujuan Kebutuhan
28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024, per|u
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekam
Medis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan
Gubernur L^ampung;

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tefiang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahwr 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2O20;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011
tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2Ol1
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

PENE"TAFAN KEBUTUHAN JABATAN TUNGSIOITAL
PEREKAU UEDIS PEMERINTAII PROVINSI LIIMPUIIG



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2Ol3
tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan
Angka Ikeditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O23
tentang Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Ke{a;

1O. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur l.ampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tlrgas dan Fungsi Serta
Tata Ke{a Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubemur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PT.01.02/F.Vll 2893 12024, hal Rekomendasi
Jabatan Fungsional, tanegal 19 JuIi 2024;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/6041/M.SM.OI.OOl2O24, hal Persetujuan
Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi l,ampung, tanggal 17 Desember
2024;

MEMUTUSKAN

I{EPUTUSAX GUBERIII'R TEITTAJTG PEITETAPAN
IIEBUTUIIAN JABATAI| FI'I{CISIONAL PEREIIAil
MEDIS PEUERII{TAH PROVIISI LII.MPI'I5G.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekam
Medis Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian
kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam la.mpiran I dan
La.mpiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekam Medis
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi
pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.



KETIGA

-J-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 3 -2_ 2025

qi.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepa.la Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspeldur Provinsi t^ampung di Bandar lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelol,aan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Iornpung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Selcetariat Daerah Provinsi l.qrnpung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 92- lB.o7 /HKl2O2s
TANGGAL: 3 _+_ 2025

RII{CIAIY XEBUTI,'HAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAIII MEDIS PEMERIITTAH PROVINSI I./IMPUI| G

Pj . GUBERNT'R LI\MP['![G,

UDIII

NO NAIUA JABATAN KEBUTUHAN

1
Rumah SaHt Umun Daerah
Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung
Perekam Medis Pelaksana/Terampil 20 Orang
Perekam Medis Pelaksana l,anjutan/ Mahir 10 Orang
Perekam Medis Penyelia 9 Orang
Perekam Medis Ahli Pertama 8 Orang
Perekam Medis Ahli Muda 9 Orang
Perekam Medis Ahli Madya 5 Orang

2 Runah Sakit Jtwa Daerah Provinsi Lampung
Perekam Medis Pelaksana/Terampil 3 Orang
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/ Mahir 2 Orang
Perekam Medis Penyelia 1 Orang

2 Orang

3 Runah SaHt Umum Ilaerah Baadar lfegan Husada
Provlnci Lampuag
Perekam Medis Pelaksana/Terampil 4 Orang
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/ Mahir 2 Orang
Perekam Medis Penyelia 1 Orang
Perekam Medis Ahli Pertama 2 Orang
Perekam Medis Ahli Muda I Orang

4
Untt Polateaaa TeLntr Dacrah Balal Labontorlun
Kcechataa Pada Dtaas Ke*hatrn Provhst
Iampuog
Perekam Medis Pelaksana/Terampil 1 Orang
Perekam Medis Pelaksana Lanjutanl Mahir I Orang
Perekam Medis Penyelia I Orang

Jumlah 82 Orang

Perekam Medis Ahli Pertama
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR I.AMPUNG
NOMOR tGl
TANGGAL :

fu le.oz 1nq2o2s', - 7- 2025

2.1 PEltA J/TBATAIT I.TIITGSIOITAL PERIXAT UEDIS
RI'UAIT SAXIT IIUUU DAERAII DR. H. ABDI'L UOELOEI( PR,OVIIISI L"ATPUtrG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabetan F\rngslond
IYama Jabatan Kebutuhan

20 OrangPerekam Medis
Pelaksana/Terampil
Perekam Medis Pelaksana
L,aniutan/Mahir 10 Orang

9 OrangPerekam Medis Penyelia

8 OrangPerekam Medis Ahli
Pertama
Perekam Medis Ahli Muda 9 Orang

5 OrangPerekam Medis Ahli
Madya

Wakil Direktur
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2.zPEiIA JABAT/II{ nINer.SIOil/rL PEREI(AU UEDIS
RI'UAH SAXIT JTWA DAERAII PROVINSI LAUPI'NG

DIREKTUR RUMAH SAKITJIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jebatan Fungslond
l{ama Jabatan Kebutuhan

Perekam Medis
Pelaksana/Terampil 3 Orang

Perekam Medis Pelaksana
t aniutan / Mahir 2 Orang

I OrangPerekam Medis Penyelia
Perekam Medis Ahli
Pertama 2 Orang

BIDANG

BAGIAN
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2.3 PETA JABATAIT FI'NGSIOI{AL PEREI(AI UEDIS
RI'UAE SIAITIT I'UUU DAERAE BA'f,DAR ITDtrIIRA EUSADA
PROVII|SI L/I.UPUITG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

BAGIAN

Kelompok Jabataa t\rngslond
lYama Jabatan Kebutuhsn

Perekam Medis
Pelaksana/Terampil 4 Orang

2 OrangPerekam Medis Pelaksana
l,anjutan/Mahir
Perekam Medis Penyelia I Orang

2 OrangPerekam Medis Ahli
Pertama
Perekam Medis Ahli Muda 1 Orang

BIDANG
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2.4 PBTA JABATAIT I'UITGSIOITAL PEREI(AU UEDIS
I'ITIT PELIIXSTAITA TEI$US DA.ERAII B/TL/U L/TBORATORIIIU XESEEATAIT
PADA DIITAS KESEIIATAIT PROVITSI L/IUPI'ITG

PJ. GUBERIn R L,luf,Pt NG,

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Laboratorium Kesehatan

Kelompok Jabaten Fuagslonal
Neme Jabatan Kebutuhen

Perekam Medis Pelaksana 1 Orang
Perekam Medis Pelaksana
Laniutan 1 Orang

Perekam Medis Penyelia 1 Orang

Sub Bagian/ Seksi


